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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan 

Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463 

 
 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR   43 / 1 /TAHUN 2024/SETDA 
 

TENTANG 

 

PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
BIDANG CIPTA KARYA  

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) Bidang Cipta Karya Kabupaten 

Kepulauan Selayar, maka perlu menunjuk petugas Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) Bidang Cipta Karya; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1959  Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 1822); 

 2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus  Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

 3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6516); 

 4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan  Lembaran   Negara    Republik   Indonesia  

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); 

 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor 

4889); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

                        11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar    Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 

129); 

 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar     Nomor 

10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130); 

 13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8        Tahun 

2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan 

Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar         Tahun 2017 Nomor 215);  

 14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38    Tahun 

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786); 

                       

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Menunjuk Petugas Sistem Informasi Manajemen Bidang Cipta 

Karya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

ini. 

KEDUA : Petugas Sistem Informasi Manajemen Bidang Cipta Karya 

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai 

tugas mengedit dan memasukkan data base informasi 

perencanaan dan penganggaran yang akurat dan mutakhir ke 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bidang Cipta 

Karya Kabupaten Kepulauan Selayar. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.  

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Benteng 
pada tanggal    2 Januari   2024 

 

 a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

  SEKRETARIS DAERAH, 
 

                                                                                   ^ 

 
 

 Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev. 

   Pangkat: Pembina Utama Madya 
  NIP. 19740626 199311 1 002 

 
 
 
 
Tembusan: 
1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar di Benteng; 
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng. 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR  43 / 1 /TAHUN 2024/SETDA 

TENTANG 

PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN BIDANG CIPTA KARYA 
 

PETUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BIDANG CIPTA KARYA 

 

  a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
    SEKRETARIS DAERAH, 
 
 
 
 
   Drs. MESDIYONO, M.Ec. Dev. 
     Pangkat: Pembina Utama Madya 
    NIP. 19740626 199311 1 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Instansi Keterangan 

1. Rifki Ilhamsyah, S.T. 
Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang  

Petugas Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) 

2. Novriandhy, S.E. 
Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Petugas Sistem Informasi 
Perencanaan dan Penganggaran 

(SIPPA) 

3. Andi Restu, S.T., M.Si. 
Bappelitbangda Kab. 
Kepulauan Selayar 

Petugas Sistem Informasi 
Perencanaan dan Penganggaran 

(SIPPA) 

4. Putri Diana Ningsih, S.T. 
Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Petugas Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) Bina 

Penataan Bangunan (BPB) 

5. Ni’mawati Syariah, S.Pi., M.Si. 
Bappelitbangda Kab. 
Kepulauan Selayar 

Petugas Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) 

Pengembangan Kawasan 
Permukiman (PKP) 

6. Muhammad Adhim Arasy, S.T. 
Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Petugas Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) 

Pengembangan Kawasan 
Permukiman (PKP) dan Petugas 
Sistem Informasi Geografis (SIG) 

7. Achmad Arfandi, S.Ap. 
Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Petugas Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) Infrastruktur 

Sanitasi (INSAN)/ Sistem 
Informasi Manajemen (SIM) 

Penyehatan Lingkungan 
Permukiman (PLP) 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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